spALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(EPUTUSAN B KOTA DENPASAR

NOMOR: 188.45/ 132 /BKBP

TENTANG

<1ANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR

Meni ; : 1
fenimbang a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib

menyusun, menetapkan dan menerapkan standar

pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik

b. untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat

standar peclayanan ditetapkan sebagal standa’

pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pol
Kota Denpasar

. n‘l

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan Scbagﬂ;iaﬂ

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mcin; Politik

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangs® (m
Kota Denpasar, tentang standar Pflﬂﬁ“glf

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota L%



Undang-Undaoang Republik Indonesian Nomor 25 "Tahuan 2009

Mcengingat o . _
tentang Pelayvanan  Publik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S0O38);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pclaksanaan Peran Serta

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

6. Peraturan Mente 1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor

PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi  Republik  Indonesia Nomor
63/KEP/MPAN/7/2003  tentang  Pedoman — Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
' i (] ) | [ . F nmh \
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1o ['ah

2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan,

9. Peraturan Menteri Pendaynpunaan Aparatue Nepatd ‘L:::
Ieelormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor - ld:::m
2007 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Penyelenppara Pelayanan Publik,




MEM UTUSKAN

PE—

Menetapkan
an Bangsa dan

k Badan Kesatu
antum dalam

KESATU . Standar Pelayanan Publi '
politik Kota Denpasar sebagaimana l€rc

Lampiran Keputusan ini,
sebagaimana dimaksud dalam

KEDUA . Ketentuan Standar Pelayanan,
Diktum Kesatu memuat:
anan yang terkait dengan proses

1. Komponen Standar Pelay
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

a. Persyaratan
b. Sistem, mekanisme, dan prosedur

c. Jangka waktu pelayanan

d. Biaya/tarif

e. Produk Pelayanan
. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan  layanan  di  internal organisasl

(manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum
Sarana dan prasarana

a.
b.

c. Kompetensi pelaksana

d. Pengawasan Internal

e. Jumlah Pelaksana

f. Jaminan Pelayanan

ﬁ. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Evaluasi kinerja pelaksana

KETIGA .
- otandar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua d |
olz;iluaedlper gunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan
pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kot2

Denpasar



putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Ke

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 3 Pebruari 2022

Kepala Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik
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> i%*;/’ﬁembma

1"“”'.!

NIP. 19720313 199603 1 002
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BAN j';"/?Ngﬁg
POLITIK KOTA DENPASAR TENTANG  ®
PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL 3 PEBRUARI 2022
NOMOR 188.45/ 132 /BKBP 2022
. A. Pelayanan pada Sekretariat Badan Kesbangpol Kota Denpasar
Layanan Rekomendasi Online
A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Denganl P
Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery)
NO KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan 1. Fotocopy ktp 2 lembar
2. Pas Foto 4x6 3 lembar
3. Rekomendasi dari Provinsi (DPMPTSP-B)
4. Bukti pendaftaran Online Sirckon _
5. CD Proposal Penelitian (Judul, Nama, Nim,
Jurusan, Fakultas di cover)
2. | Sistem, Mekanisme | 1. Masyarakat yang akan mengajukan
dan Prosedur Rekomendasi Penelitian terlebih dahulu
mendaftar sccara online
2. Sctelah mendaftar online, scgera membawa
berkas kelengkapan ke kantor Kesbangpol
Kota Denpasar
3. Staf di Kesbangpol akan menerima berkas
kelengkapan, kemudian di catat dan di
proses
3. |Jangka Waktu 1 hari (satu hari)
4. | Biaya / Tarif Gratis ~
5 | Produk Pelayanan | Layanan pemberian rekomendas;i Penelitia
)| kepada masyarakat umum l
6. | Penanganan Kotak Saran, =
Pengaduan, Saran | atau melaul Telephone (0361) 234648
dan Masukan -

B. Komponé

n Standar Pelayanan Yang Terkait
o Di Internal Organisasi (Manufacty, tring

P

engelolaa

URAIAN

NO
7.

KOMPONEN
Dasar Hukum

1. Peraturan Menter; W

Indonesia Nomor 7 1 egeri Re .
Perubahan atas Perﬂll?:;un 1 pUbllk
n




Peraturan
Tahun 202

| Atas Peratur
n017 tentang

Sekrctariat
Dewan
Inspektorat,

gakit Umum
Keputusan Kepala
Politik
/BKBP Tentang

dan
188.45/858
Tim Aplikas!
Di

.ndasi P€
n Dacrd

Perwakilan

s 11tlall
h Kota D
tentang

enpasar Nomor
Pcrubahan Atas
or 8 Tahurl 2016

dan Susunan

Uraian
Daerah, Sta

Badan

SIREKON (Sistem Rekomendasi
Lingkungan Badan Kesatuall

politik Kota Denpasar

Sarana, Prasaranad

IKomputer, Print

er, dan Alat Tulis Kantor

dan / Fasilitas

i

y
langsung pelaksana.

T 4 orang

m— ﬂ
——r—mm ﬂ
—=

-+ -
Maklumat Pelayanan

—F—

Makli'mat Pelayanan

J Survel Kepuasan Masyaralgat_(S—l-\:M)
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;;L-l—, r;;l li,o :'ZCI‘I'I’IOB()I’IHH bantuan kcu_ar:igéﬁ_lzc;)ada
h el cnpasar dengan tembusan
disampaikan kepada KPU Kota Denpasar, dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Denpasar.
Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua
dan Sckretaris Partai Politik.
Surat Keputusan DPP Partai Politik yang
menectapkan susunan |
Politik yang dilegalisir
Sekretaris Jendral DPP Partai
berdasarkan
Dasar/Anggarall

partai Politik. )
Fotokcpi Sural Keterangan Nomor Pokok Wajib
Pajak.
Surat

Keterangan autentif

han kursi dan suara
DPRD Kota Der}

kretaris Komi1Sl

pasar yang
Pemilihan

pantu | ng bersumber dari APBD
Al - -
1an e hun anggaran sebelumnya yang
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| B. Pelayanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Denpasar

Layanan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepad
Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daera

Tahun 2019 - 2024

Kota

a Partai Politik Yang
h Hasil Pemilu

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terk
Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery)

ait Dengan Proses

URAIAN

NO | KOMPONEN
1. | Persyaratan

I

Surat permohonan bantuan keuangan kepada
Waliketa Denpasar dengan tenbusan
disampaikan kepada KPU Kota Denpasar, dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Denpasar.
Surat permohonan

dan Sekretaris Partai Politik.
Surat Keputusan DPP Partal Politik yang

menetapkan susunarn Kepengurusarl DPC Partal
Politik yang dilegalisir Ketua Umum_ dan
Qekretaris  Jendral DPP  Partai Politik
berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing

Partai Politik.
Fotokcpi Surat Keterangarfl Nomor Pokok Wajib

Pajak.
Surat Keteran

ditandatangani oleh Ketua

gan autentifikasi hasil penetapan
perolehan Kursi dan suara Partai Politik hasil
pemilihan umum DPRD Kota Denpasar yang
dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota Denpasar.
Nomor rekening kas umum partai politik yang
dibuktikan dengan pernyataan pembukaan

rekening dari bank yang bersangkutan.
Rencan penggunaan dana bantuan keuangan

artai politik, ' 10T

II;f:ndidikin politil)g.yarlg SR

Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran

Eg;?gtger:] keuangan yang bersumber dari APBD

wiene pa}fqr tahun anggaran sebelumnya yan

s pgl f;a oleh Badan Pemeriksa Keuan ;

men}’atgka?u}ataan Ketua partai  politik -
bertanggungjawab secara fgr;agigl

dan materi
ertl  dalam
) penggunaa
N anggaran

bantuan k
cHangan _ partai  politik ya
ng




| ditandatangani Ketis, Gelkretaris (i1
Bendanara, di atas materai dengan kop surs

p:-',lr_lfji pr;lilik,
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EE I I E——— T ———

e —

—

| Si:’it!:mr | L. Bidang Politik Dalam Neperi melaksanakan riapat
Mckanisme | persiapan terlebih dahulu untuk memastikan

~dan Prosedur Jadwal atau rencana kegiatan.
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri stz K asiibif

Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta stafi
Vang menangani, menerirma konsultzas berkzs
administrasi kelengkapan Partal Polits
Membentuk Tim Verifikasi yang dilakukan untuk
memverifikas) kelengkapan administras
pengajuan  permohonan bantuan keuangan
Partai Politik yang terdiri dari unsur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum,
BPKAD, Inspektorat dan KPU Kola Denpasar
4. Tim Verifikasi menyampaikan berita acars hasil
verifikasi kelengkapan persyaratan administras)
permohonan bantuan keuangan Partal Prf]il.ikr |
5. Penyaluran bantuan keuangan hagtl partal pﬁllf.lk
yang telah menerima hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan pada  tahun  anggarar
belanja dilaksanakan pada triwulan kedua di
bhulan April
6 Ketua Partai Politik menyampaikan tanda buktr
bantuan dengan penandatanganan berita acara
scrah ‘erima bantuan kcuangan. -
30 hari (tiga puluh hari) S

w

3. | Jangka W%“}}” o
' ava [/ Tarf | Lrath == M
_i- ‘_Blaﬁd-]é_,-_; [Layanan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partal
5. | Produ i politik yang Mendapatkan Kursti di  Dewan
Pelayas perwakilan Rakyat Dacrah Hasil Pemilu Tahun
2019-2024 R e ———
—15 gngénaﬂ "Melalui telepon pengaduan nomor (0961) 234648
C Pena -, BEA- oL [ , : a1l o
| dan email:poldagridpsapgmail.com
| Pengaduan,
' Garan dan

— -—1'““ l e — ——— T e e S g S — T —— - —— — —



Romponen Standar Pelayanan

NO

c b

KOMPONEN
| Dasar Hukum

e e —
Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1992

Yang Terkait Dengan Proses |

URAIAN

tentang Pemben

| tukan Kotamadya
1'[\?aerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran
Tegara Republik Indonesia Nomor 0,
ambahan Lembaran Negara Republik |

IndonesiaNomor 4389);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor |
7 Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 48801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang

diubah dengan Undang-

Tahun 2008 tentang Partai Politik
Republik Indonesia

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 5189;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 7015 tentang perubahan Kedua
Undang Nomor 23 Tahun

Pemerintahan Daerah
ara Republik Indonesia
Nomor 938, Tambahan

Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahur
»009 tentang Bantuan Keuangan kepada
partai Politik (.embaran Negara Republik
Indonesia) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan |

Kepada Partai Politik;
Peraturan Pemerintahan Nomor 12 |

Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322):




6.

10.

ggaaBtUT?:mhgentri Dalam Negri 36 Tahun
Denghi ng Pedoman Tata ' Cara

ghitungan, Penganggaran Dalam
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawabarn
P Cr}g_gunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, sebagaimana diubahdengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasl
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggujawaban Penggunaarl Bantuan

Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangar Daerah;
Peraturan Daeralh Kota Nomor 8 Tahun

7020 tentang Anggararn Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Partail
Dewan Perwakilan Raky

2024, (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2017 Nomor 11 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota

Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pelimpahan Wewenang
Penandatanganan Keputusan Walikota
Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2017

‘Nomor 7);
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11.

E—————

Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggarar
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2020

Nomor 78); -

—

Sarana, Prasarana
dan / Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

—

I:(OI'I_lpI-_lteI‘, Printer, dan Alat Tulié Kantor

e ———————

e Menguasai

tata cara perhitungan,
penganggaran dalam anggaran penf;ia:patan_
dan belanja daerah, dan tertib administras:
pengajuan, penyaluran, dan laporan
pertanggujawaban penggunaarl bantuan
keuangan partai politik

L ——— i AT 5

P-éngawas Internal

Jum]al-‘nul;aaicsgna

S

—— e —— i R — e — —— e —

|

Pengawasan langsung dan penge}ldélian intern
yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan
langsng pelaksana.

10orang
Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan

| Jaminan

Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja

| Pelaksana

Maklumat Pelayanan

Survei Kepuasan Masy;rak_at (SKM) -

e ————



S 4 dayalldn Yang Terkait Dengan Proses

ayanan (Sevice Delive

URATAN -
_'-
l. Surat permohonan kepada Kepala Badan

KesbangpolKota Denpasar perihal Surat Tanda

Lapor Ormas.

2. ljin dari Kementrian Hukum dan HAM Republik
Indonesia.

3. Akta pendirian dari Notaris.

4. AD/ART.

O. Susunan pengurus.

1. Yavasen/Organisasi Kemasyarakatan vyang

memerlukan Prosedur Surat tanda melapor
ormas membawa berkas ke Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. {
2. Kepala Sub. Bidang Ketahanan Ekososbud, |
Agama dan Ormas/Staf yang menangani

akan segera diproses.
4. Kemudian diproses untuk

diperiksa Kembali.

O. Setelah itu dinaikkan ke Ke
Bangsa dan Politik Kota De




T =W

g

Jaminan

| T 1~~~ M

13,
I Keamanan dan Maklumat Pelayanan
Keselamatan
Pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



